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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan daerah menye- lenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dari pelim- pahan Pemerintah Pusat. Walaupun urusan pemerintahan seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional masih diatur oleh Pemerintah Pusat.
Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka Desentralisasi Fiskal. Kewenangan pendanaan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dengan wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). 

Anggaran Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran Daerah menduduki posisi sentral sebagai instrumen kebijakan dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja (Putra, 2010).
Reformasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan disamping reformasi anggaran daerah. Hal tersebut dilakukan atas dasar  berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Reformasi yang dilakukan dengan menggunakan pola penganggaran berbasis kinerja dan laporan pertanggungjawaban yang juga bersifat kinerja. Melalui sistem penganggaran berbasis kinerja ini penetapan besarnya alokasi anggaran daerah lebih mempertimbangkan nilai uang (value for money) dan nilai uang yang mengikuti fungsi (money follow function) sesuai dengan kebutuhan riil setiap unit kerja. Hal ini karena APBD merupakan penjabaran kuantitatif dari program kebijakan serta usaha pembangunan yang dituangkan dalam bentuk aktivitas yang dimiliki oleh unit kerja terkecil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan dalam setiap tahun. Dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya serta dapat tercermin pada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).
Penyusunan APBD berbasis kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi ber- dasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memper- hatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006).
Berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih lanjut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan penyusunan ang- garan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, perubahan anggaran, pertang- gungjawaban serta akuntansi dan pelaporan mengalami perubahan yang fundamental dibanding dengan regulasi yang berlaku sebelumnya. Salah satu perubahan tersebut adalah dilimpahkannya sebagian mekanisme pengelolaan keuangan di Badan, Biro, Bagian Keuangan kepada SKPD. Lingkup penatausahaan keuangan yang dilimpahkan diantaranya pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang meliputi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) maupun Langsung (LS) serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Selain itu terjadi perubahan yang terkait dengan laporan-laporan yang harus dibuat para pengelola keuangan (bendahara, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan) serta diharuskannya proses akuntansi berupa jurnal dan buku besar dalam menghasilkan laporan keuangan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 
Hal tersebut menyebabkan tugas para pengelola keuangan jauh lebih banyak dan rumit dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Semakin banyak dan rumitnya tugas para pengelola keuangan daerah, maka menjadi keharusan akan penggunaan teknologi informasi. Dengan penggunaan teknologi informasi, tugas-tugas para pengelola keuangan daerah akan semakin terbantu dan dapat menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 225 yang memperkenankan dipergunakannya aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1). Ukuran kinerja dalam anggaran memberikan dorongan kepada para pelaksana anggaran untuk dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai ukuran kinerja yang ditetapkan. Kegagalan dalam pencapaian kinerja menjadi ukuran untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Sementara keberhasilan atas kinerja membutuhkan suatu penghargaan untuk dapat meningkatkan produktivitas serta untuk mendapatkan dukungan dari masya- rakat atau publik terhadap pelaksanaan pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan untuk dilakukan penilaian atas prestasi kerja dengan menggunakan tolok ukur, indikator dan target kinerja. Hasil akhir atas penilaian kinerja adalah capaian-capaian kinerja yang diformulasikan dalam bentuk ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dan efisiensi adalah pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan efektivitas adalah pelaksanaan suatu program. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, pemerintah daerah belum sepenuhnya menggunakan indikator ekonomis, efisiensi dan efektivitas, sehingga pengukuran kinerja di pemerintah daerah belum sepenuhnya baik. 
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Akuntabilitas (accountability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya (Wahyuni dalam Halim & Damayanti, 2007:52).  Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Pemerintah pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. 
Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak accountable, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.
Manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri), maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horisontal di mana pemerintah daerah bertanggung jawab baik kepada DPRD maupun kepada masyarakat luas (dual horizontal accountability). Namun demikian, pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat luas (Mardiasmo, 2003). 
Penelitian tentang sistem informasi pengelolaan keuangan, anggaran berbasis kinerja, kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Kloot (1999) yang meneliti mengenai pengukuran kinerja dan akuntabilitas di pemerintah Lokal victoria Australia yang menemukan bahwa ukuran kinerja secara finansial hanya dapat mengukur sebagian kecil kinerja pemerintahan sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja secara non finansial. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunaan ukuran kinerja berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Pemberian pelayanan terhadap konsumen dan kualitas merupakan dua area ukuran kinerja non finansial yang sedang dikembangkan saat ini. Sejalan dengan hasil penelitiannya Akbar, dkk (2010) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja pada pemerintah daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan indikator kinerja, yaitu kesulitan metrik (ukuran), pengetahuan teknis, komitmen manajemen, dan kepentingan pihak legislatif. Dari empat faktor tersebut, faktor legeslatif yang sangat berpengaruh sangat kuat, serta mengemukakan faktor yang paling kuat dalam akuntabilitas internal dan eksternal adalah komitmen manajemen.
Penelitian Rohman (2009) tentang pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Putra (2010) yang meneliti tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD di pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan hasil bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Sedangkan penelitian Maroki (2011) tentang pengaruh implementasi e-government dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah provinsi Sulawesi Utara. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa implementasi e-government dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Sulawesi Utara. 
Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dan akuntabilitas publik di Pemerintah Daerah Kota Magelang, karena Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Magelang telah melaksanakan pengganggaran berbasis kinerja sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping itu Pemerintah Kota Magelang telah membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis komputer yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang sudah diterapkan sejak tahun 2012. Dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah tersebut, setiap pimpinan SKPD dapat memperoleh data dengan cepat berupa berapa besar persentase penyerapan dana masing-masing kegiatan pada masing-masing SKPD dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Magelang menjadi semakin baik.
B. Rumusan Masalah

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dari pemerintah selaku pengelola untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Di berbagai daerah yang ada di Indonesia, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja pada kenyataannya memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah? 

2. Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

3. Apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik? 

4. Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?

5. Apakah kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?

6.  Apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah? 
C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas publik. 
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah.
D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang akuntasi sektor publik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi jajaran praktisi di pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
A. Telaah Literatur
1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu (Jogianto, 2003:34). Sedangkan menurut O’Brein (2006:29) sistem merupakan sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur.

Menurut Davis (1999:12) informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang maupun yang akan datang. Terry (1999:56) menyatakan bahwa informasi adalah data penting yang memberikan pengetahuan serta berguna. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa apakah informasi tersebut berguna atau tidak, tergantung pada: tujuan si penerima; ketelitian penyampaian dan pengolahan data; waktu; ruang atau tempat; bentuk; dan semanti.

Sistem informasi merupakan sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan berbagai laporan yang diperlukan. Sistem informasi merupakan kumpulan software dan hardware komputer, prosedur, dokumentasi, formulir, dan orang yang bertanggung jawab untuk memperoleh, menggerakkan, manajemen, distribusi data dan informasi. 

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling ber- hubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan men- distribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer (Laudon dan Laudon, 2000). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 
Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah. Dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pimpinan SKPD dapat memonitor sudah sejauhmana suatu program atau kegiatan telah terlaksana, sudah seberapa besar penyerapan dana atas program atau kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dinilai apakah program atau kegiatan yang dilakukan sudah ekonomis, efisien dan efektif. Hasil akhir dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat berupa formulir-formulir yang dibutuhkan para pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) antara lain laporan berkala maupun laporan tahunan.
Penelitian Winfield (1978), Chang and Mos (1985), Boyne and Law (1991) telah mengemukakan pentingnya laporan tahunan sebagai alat memperkuat akuntabilitas. Marston and Shrives (1991) menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan dokumen yang paling komprehensif yang tersedia bagi publik dan sebagai alat pengungkap utama. Parker (1982) menekankan pentingnya laporan tahunan sebagai media komunikasi masa meski laporan tahunan bukanlah satu-satunya sumber informasi tentang kinerja organisasi, namun masih dipandang sebagai sumber penting karena luas cakupan dan ketersediaannya. 
Informasi yang  dikomunikasikan kepada stakeholder melalui laporan tahunan adalah fokus dari riset  yang merupakan seperangkat alat dalam kerangka kerja akuntabilitas publik (Coy et al, 2002; Hooks et al, 2002). Zimmerman (1997) menyatakan bahwa fungsi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dalam organisasi adalah: (a) memfasilitasi pembuatan keputusan (manajemen keputusan), dan (b) mengontrol perilaku.
2. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumber daya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai pengukuran keluaran sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2006).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, maka penyusunan APBD dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Sehingga tercipta sinergi dan rasionalitas yang tinggi dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Hal tersebut untuk menghindari duplikasi rencana kerja serta bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan antara target dengan hasil yang dicapai berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Penganggaran berbasis kinerja ini berfokus pada efisiensi penye- lenggaraan suatu aktivitas atau kegiatan. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila dengan input yang sama output yang dihasilkan lebih besar, atau dengan input yang lebih sedikit output yang dihasilkan adalah sama. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan atau rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan terukur serta penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional, peng- anggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja, berfokus pada "apa yang ingin dicapai", sehingga pemikiran tentang "tujuan" kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitik- beratkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. 

Penyusunan APBD berbasis kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi ber- dasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memper- hatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya, dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006).

Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia dimaksudkan untuk menjawab tuntutan demokratisasi yang mengedepankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam bidang pemerintahan dan politik, khu- susnya bidang pengelolaan keuangan negara (BIGG, 2005). Lebih lanjut, BIGG (2005) menyatakan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja secara umum didasarkan pada konsep value for money (ekonomi, efisiensi, efek- tivitas) dan prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan. Secara lengkap prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja meliputi: value for money, aturan hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keadilan, pengikutsertaan, pendelegasian pelayanan, efektivitas dan efisiensi yang berkelanjutan.

Keberhasilan yang nyata dari otonomi daerah ditandai dengan adanya peningkatan pelayanan aparatur pemerintah daerah kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Untuk tujuan tersebut, penge- lolaan lembaga sektor publik harus memperhatikan value for money. Manfaat yang diperoleh dari penerapan value for money meliputi: (1) meningkatkan efektivitas pelayanan publik (pelayanan yang diberikan tepat sasaran); (2) meningkatkan mutu pelayanan publik; (3) memberikan biaya pelayanan yang murah dengan hilangnya pemborosan dan terjadinya penghematan penggunaan sumber daya yang ada; (4) alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan (5) meningkatkan public cost awareness sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik (Mardiasmo, 2004).

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan penganggaran berbasis kinerja meliputi:

1) Memudahkan pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas tujuan, sasaran, dan program, kegiatan, dan belanja;

2) Memudahkan dalam mengkomunikasikan prioritas pemerintah kepada masyarakat.

3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan anggaran.

Salah satu aspek penting dalam penerapan anggaran berbasis kinerja adalah indikator kinerja. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2002). LAN (2003) mendefinisikan indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Jenis indikator kinerja kegiatan meliputi:

1) Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

2) Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan.

3) Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

4) Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu output yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

5) Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

3. Akuntabilitas Publik
Menurut Bastian (2010) istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, atau untuk menjawab, dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik. Sehingga akuntabilitas publik merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik untuk dapat menjawab hal-hal menyangkut konsumen layanannya.

Mardiasmo (2002:20) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), adalah pertanggung- jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertangunggjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR; dan 2) akuntabilitas horisontal (horizontal accountability), yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 

Akuntabilitas publik dalam konteks organisasi pemerintah adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak politik (Mardiasmo, 2002:21).

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical account- tability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik, yaitu:

1) Akuntabilitas hukum dan peraturan (accountability for probity and legality), terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2) Akuntabilitas proses (process accountability), terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Akuntabilitas proses dalam Pemerintah Daerah dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan biayanya murah/terjangkau.

3) Akuntabilitas program (program accountability), terkait dengan pertim- bangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah Pemerintah Daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimat dengan biaya minimal. 

4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan pertang- gungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah, terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sebagai eksekutif terhadap DPR/DPRD sebagai legeslatif dan masyarakat luas.
4. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung- jawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007:330). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 dan 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (value for money) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertang- gungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

5. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Menurut Stoner (1996 : 477) kinerja (performance) merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan (Mahoney, 1963).

Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1). Dengan demikian, ukuran kinerja dalam anggaran memberikan dorongan kepada para pelaksana anggaran untuk dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai ukuran kinerja yang ditetapkan. Kegagalan dalam pencapaian kinerja menjadi satu ukuran untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Sementara keberhasilan atas kinerja membutuhkan suatu penghargaan untuk dapat meningkatkan produktivitas serta untuk mendapatkan dukungan publik terhadap pemerintah.

Definisi yang dirumuskan oleh beberapa peneliti mengenai pengukuran kinerja cukup beragam, namun tetap bermuara pada satu kesepakatan bahwa dengan mengukur kinerja maka proses pertanggung- jawaban pengelola atas segala kegiatannya kepada stakeholders dapat lebih obyektif. Hatry (1999) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai pengukuran hasil dan efisiensi jasa atau program berdasarkan basis regular (tetap, teratur). Whittaker (1995) mendefinisikan pengukuran kinerja untuk instansi pemerintah, sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Sejalan dengan itu, Smith (1996) menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja dapat membantu pengelola dalam memonitor implementasi strategi organisasi dengan cara membandingkan antara hasil (output) aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Dengan kata lain, pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Flynn (1997) manfaat pengukuran dan manajemen kinerja terutama adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan untuk menyediakan jasa publik secara lebih baik. Pengertian akuntabilitas lebih luas dari proses untuk menunjukkan bagaimana penggunaan dana publik.

Parker (1996) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu: (1) Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan, (2) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal, (3) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik, (4) Pengukuran kinerja mendukung perencanaan stategi dan penetapan tujuan, dan (5) Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Fokus pengukuran kinerja pada awalnya adalah pada pengukuran tingkat efisiensi. Hal tersebut berhubungan erat dengan obyek pembahasan yang pada awalnya merupakan pengukuran kinerja kegiatan usaha swasta. Ketika kesadaran para pegambil kebijakan muncul bahwa kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya dapat diukur efisiensi dan efektivitasnya, maka pembahasan mengenai pengukuran kinerja pemerintah mulai banyak dilakukan. Walaupun masalah yang muncul dalam pelayanan publik banyak hal-hal yang bersifat kualitatif.

Mengukur kinerja kegiatan suatu organisasi dapat mencerminkan baik tidaknya pengelolaan organisasi yang bersangkutan. Pengelola suatu organisasi perlu mengetahui apakah kegiatan pelayanan yang mereka berikan sudah memenuhi prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban pengelola kepada para stakeholders, tidak hanya sebatas pelayanan fisik, melainkan juga terkait pengelolaan usaha yang baik.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa kinerja mencerminkan ekono- mis, efisiensi dan efektifnya suatu pelayanan publik. Pengertian ekonomis adalah perbandingan input dengan output value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Pengukuran kinerja SKPD dalam konteks organisasi pemerintah daerah dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari vertical accountability yaitu peng- evaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan horizontal accountability pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.
B. Penelitian Terdahulu

Kloot (1999) meneliti mengenai pengukuran kinerja dan akuntabilitas di pemerintah Lokal victoria Australia dan menemukan bahwa ukuran kinerja secara finansial hanya dapat mengukur sebagian kecil kinerja pemerintahan sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja secara non finansial. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunaan ukuran kinerja berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Pemberian pelayanan terhadap konsumen dan kualitas merupakan dua area ukuran kinerja non finansial yang sedang dikembangkan saat ini.
Rohman (2009) meneliti tentang pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap pengawasan dan kinerja pemerintah daerah.
Akbar, dkk (2010) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja pada pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan indikator kinerja, yaitu kesulitan metrik (ukuran), pengatahuan teknis, komitmen manajemen, dan kepentingan pihak legislatif. Dari empat faktor tersebut, faktor legeslatif yang sangat berpengaruh sangat kuat serta mengemukakan faktor paling kuat dalam akuntabilitas internal dan eksternal adalah komitmen manajemen.

Putra (2010) meneliti tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD di pemerintah Kabupaten Simalungun. Penelitian tersebut menun- jukkan hasil bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. 

Maroki (2011) meneliti tentang pengaruh implementasi e-government dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah provinsi Sulawesi Utara. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa implementasi e-government dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh posistif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Sulawesi Utara. 
Widyaningsih, dkk. (2011) meneliti tentang hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan dan pengendalian internal dengan kualitas akuntabilitas keuangan: kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas akuntantabilitas keuangan. 

C. Pengembangan Hipotesis

1) Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh infor- masi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Putra, 2010). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah. 

Penerapan SIPKD akan berpengaruh pada sikap dan perilaku para pegawai dalam lingkungan tersebut. Peraturan pemerintah menuntut semua aparat pemerintah untuk mampu mengimplementasikan SIPKD pada masing-masing wilayahnya. Secara positif keberadaan sistem informasi akan menjadi rangsangan (stimulus) dan tantangan bagi individu dalam organisasi untuk bekerja secara lebih baik, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja organisasi. Penelitiannya Putra (2010), menunjukkan hasil bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan Rahman (2009), menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama adalah:

H1: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Anggaran merupakan rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa yang akan datang (Baswir, 1998 dalam Antoro, 2006). Penyusunan anggaran berdasarkan suatu struktur dan klasifikasi tertentu adalah langkah penting untuk memperoleh sistem penganggaran yang baik dan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara, sebagai alat pengawasan bagi masyararakat terhadap kebijakan dan kemampuan pemerintah. Sistem anggaran berbasis kinerja dipandang tepat untuk memenuhi tujuan tersebut.

Anggaran berbasis kinerja menghubungkan antara pengeluaran (belanja) dengan hasil yang diinginkan sehingga pengeluaran tersebut dapat diprioritaskan dan unit kerja pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap hasil pencapaiannya (Building Institutions for Good Governance–BIGG, 2005). Anggaran berbasis kinerja mengharuskan pemerintah untuk mempunyai program prioritas yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan operasional yang memiliki tolok ukur pencapaian hasil yang jelas. Pemerintah juga dituntut untuk mengalokasikan anggaran yang senantiasa dapat diukur pemanfaatannya agar hemat, berdaya guna dan tepat guna. Penelitian Putra (2010), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja SKPD. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ke dua:

H2: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

3) Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Publik

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh infor- masi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Putra, 2010). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah. 

Konsep akuntabilitas di sektor publik mengacu pada konsep demo- krasi, yakni rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, sedangkan pemerintah adalah pihak yang menjalankan amanah rakyat untuk mengelola sumber daya publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan sewajibnya pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Dan dibutuhkan laporan pertanggungjawaban sebagai media akuntabilitas, contohnya pelaporan keuangan.
Penelitian Winfield (1978), Chang and Mos (1985), Boyne and Law (1991) telah mengemukakan pentingnya laporan tahunan sebagai alat memperkuat akuntabilitas. Marston and Shrives (1991) menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan dokumen yang paling komprehensif yang tersedia bagi publik dan sebagai alat pengungkap utama. Parker (1982) menekankan pentingnya laporan tahunan sebagai media komunikasi masa meski laporan tahunan bukanlah satu-satunya sumber informasi tentang kinerja organisasi, namun masih dipandang sebagai sumber penting karena luas cakupan dan ketersediaannya. Informasi yang  dikomunikasikan kepada stakeholder melalui laporan tahunan adalah fokus dari riset  yang merupakan seperangkat alat dalam kerangka kerja akuntabilitas publik (Coy et al, 2002; Hooks et al, 2002).
Pemerintah daerah dituntut untuk menyampaikan informasi ke- uangan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan dan kewenangan dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Pengelolaan keuangan daerah memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas, untuk menghidari terjadinya penyalah- gunaan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut. Implementasi dari Sistem informasi keuangan daerah diharapkan  dapat memenuhi tun- tutan dari masyarakat tentang  transaparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik (Mardiasmo,2002).
Penelitian Maroki (2011) menunjukkan hasil bahwa implementasi e-government berpengaruh posistif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Sulawesi Utara. Berarti bahwa dengan di- implementasikannya egovernment maka akuntabilitas pengelolaan keuang- an daerannya semakin baik. Sedangkan hasil penelitiannya Widyaningsih, dkk. (2011) menunjukkan bahwa efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas keuangan. Berdasarkan uraian tersebut,  hipotesis ketiga:
H3:
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. 

4) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik
Secara umum prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep value for money (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah membawa perubahan sistem manajemen pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi. Sistem desentralisasi berarti pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, yang mewajibkan setiap pejabat instansi pemerintah bertang- gungjawab atas keberhasilan dan kegagalan kinerja instansinya, dan pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam suatu akuntabilitas kepada publik melalui suatu media.
Menurut Hatry (1999), penganggaran berbasis hasil atau kinerja akan memungkinkan pengambil keputusan untuk menyediakan dasar bagi akuntabilitas agensi (pemerintah daerah) yang lebih besar dengan menjelaskan bahwa target kinerja yang reasonable disusun untuk suatu tahun anggaran tertentu dan kemudian nilai capaiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja akan memudahkan pengambil keputusan dalam menentukan prioritas tujuan, sasaran, dan program, kegiatan, dan belanja, memudahkan dalam mengkomunikasikan prioritas pemerintah kepada masyarakat serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
Hasil penelitian yang dilakukan Maroki (2011) menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Sulawesi Utara. Berarti bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja akan berdampak semakin baiknya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga akuntabilas publiknya juga baik. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: 
Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

5) Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Publik

Pengukuran kinerja SKPD dalam konteks organisasi pemerintah daerah, dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari vertical accounttability yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan horizontal accountability pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya. 

Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme reward and punishment (Ormond and Loffler, 2002). Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple (Accounts Commission for Scotland, 1998) serta berfungsi sebagai sinyal atau alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Jackson, 1995). 
Kloot 1999 meneliti mengenai pengukuran kinerja dan akuntabilitas di pemerintah Lokal victoria Australia dan menemukan bahwa ukuran kinerja secara finansial hanya dapat mengukur sebagian kecil kinerja pemerintahan sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja secara non finansial. Hasil penelitian ini meng- indikasikan bahwa penggunaan ukuran kinerja berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Pemberian pelayanan terhadap konsumen dan kualitas merupakan dua area ukuran kinerja non finansial yang sedang dikembangkan saat ini. Ber- dasarkan keterangan tersebut, hipotesis ke lima adalah:

H5: 
Kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

6) Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik melalui Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper- tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003). Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah.

Konsep akuntabilitas mencakup proses untuk menunjukkan apakah dana publik telah digunakan secara efisien dan efektif. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Pemerintah pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hakhak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerahnya baik, maka akuntabilitas pengelolaan keuangannya juga baik, sehingga kinerja pemerintah daerah pun semakin baik.

Pengukuran kinerja SKPD dalam konteks organisasi pemerintah daerah, dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari vertical accountability yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan horizontal accountability pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya. 

Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme reward and punishment (Ormond and Loffler, 2002). Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple (Accounts Commission for Scotland, 1998) serta berfungsi sebagai sinyal atau alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Jackson, 1995). Berdasarkan keterangan tersebut, hipotesis ke enam adalah:

H6:  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik melalui Kinerja Pemerintah Daerah

D. Model Penelitian
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Gambar 2.1.

Model Penelitian
BAB III

METODA PENELITIAN
A. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Magelang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan mengambil subjek penelitian yang terpilih secara benar oleh peneliti menurut persyaratan tertentu. Penelitian ini mengambil sampel para kepala SKPD, PPK SKPD dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. 

B. Jenis dan Metoda Pengumpulan Data

Metoda penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei langsung kepada responden. Pendekatan kuantitatif untuk data survei dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner fisik. Survei ditujukan kepada responden yaitu para kepala SKPD, PPK SKPD dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Kuesioner diantarkan langsung ke SKPD-SKPD di Pemerintah Kota Magelang. Kuesioner akan diambil kembali 1 (satu) minggu setelah kuesioner dibagikan. Kuesioner terdiri dari 2 (dua) bagian dan disertai 1 (satu) lampiran, Bagian I berisi pernyataan tentang identitas responden, dan Bagian II berisi pertanyaan tentang instrumen penelitian dengan pengukuran respon skala likert 5. 
C. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 
Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu penerapan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Putra, 2010).  Penerapan anggaran berbasis kinerja adalah penerapan dari suatu sistem anggaran pemerintah daerah yang berorientasi pada upaya pencapaian hasil kerja atau kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan pada unit-unit satuan kerja pemerintah daerah. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Sedangkan akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertang- gungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Menurut Stoner (1996) kinerja (performance) merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Variabel-variabel penelitian tersebut diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi beberapa pernyataan. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini merupakan replikasi yang diambil dari beberapa penelitian sebelumnya dengan mengacu pada landasan teoritis yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari masing-masing variabel penelitian tersebut, responden diminta untuk memberikan penilaian atau pendapat dengan skala Likert 1-5.Angka 1 menunjukkan penilaian atau pendapat sangat tidak setuju (STS) sampai dengan angka 5 yang menunjukkan penilaian/pendapat sangat setuju (SS).

D. Pengujian Kualitas Data

Sebelum melakukan pengujian instrumen sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pengujian validitas dan reliabilitas untuk meyakinkan kualitas data yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang dipakai mencerminkan tingkat validitas dan keandalan yang tinggi.
1) Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen yang digunakan dan menunjukan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen serta seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran (Hair et al., 2006). Instrumen dikatakan valid, jika instrumen tersebut sudah mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Validitas instrumen dievaluasi berdasarkan convergent dan discriminant validity dari indikatornya yang dihitung dengan menggunakan PLS. Convergent validity dinilai berdasarkan korelasi (outer loading) antara skor item atau indikator (component score) dengan skor konstruk. Convergent validity digunakan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk (indikator) latennya. Validitas konvergen dikatakan tinggi jika nilai loading atau korelasi skor indikator dengan skor konstruk di atas 0.70 (Chin dalam Ghozali, 2006). Dalam beberapa kasus, sering syarat loading di atas 0,7 sering tidak terpenuhi khususnya untuk kuesioner yang baru dikembangkan. Oleh karena itu, loading antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan (Sholihin dan Ratmono, 2013).
2) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukuran tersebut mempunyai akurasi dan ketepatan pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas instrumen ditentukan dari nilai composite reliability dan cronbach’s alpha untuk setiap blok indikator. Menurut Chin dalam Ghozali (2006), suatu indikator dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai composite reliability dan cronbach’s alpha lebih besar dari 0.70. Semakin besar nilai cronbach’s alpha (mendekati angka satu), maka instrumen penelitian tersebut makin reliabel.
E. Teknik Analisis Data
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM berbasis komponen (component-based) dengan software smartPLS (Partial Least Square) Ver.2 M3 (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2006). Menurut Chin dan Newsted (1999) dalam Ghozali (2006), model PLS sesuai untuk aplikasi-aplikasi prediksi dan pembangunan teori. Model ini juga tidak memerlukan asumsi-asumsi parametrik dari distribusi normal multivariat, dan jumal sampel dapat kecil dengan minimum 10 kali jumlah item di konstruk yang paling kompleks. Hair et al., (2006) dalam Ghozali (2006),menambahkan bahwa PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif. PLS mengenal dua macam komponen di model kausal, yaitu:

1. Model pengukuran (measurement model)
Model pengukuran terdiri dari hubungan-hubungan antara item-item variabel yang dapat diobservasi dengan konstruk laten yang diukur dengan item-item tersebut (Hartono, 2007). Untuk menguji model pengukuran dilakukan dengan tahapan pengujian dari Ghozali (2006) yaitu pengujian (1) validitas konstruk (dengan convergent validity dan discriminant validity), dan (2) konsistensi internal (pengukuran reliabilitas) dengan composite reliability).

2. Model struktural (structural model)
Model struktural terdiri dari konstruk-konstruk laten yang tidak dapat diobservasi yang mempunyai hubungan teori. Pengujian ini termasuk mengestimasi koefisien jalur yang mengidentifikasi kekuatan-kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan independen. Pengujian model struktural menghasilkan nilai signifikansi hubungan jalur antar variabel laten dengan menggunakan fungsi bootsrapping. Model struktural juga dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, yang menunjukkan nilai pengaruh variabel laten independen tertentu pada variabel laten dependen (Ghozali, 2006). 
BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Responden
Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pegawai Pe- merintah Daerah Kota Magelang yang mengurusi bidang keuangan, yaitu Kepala SKPD, Kabag Keuangan, dan Bendahara. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD yang merupakan dinas, badan, kantor yang berada di Kota Magelang. 
Tabel 4.1
Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian
	Uraian
	Jumlah

	Kuesioner yang dikirim

Kuesioner yang kembali

Kuesioner yang tidak lengkap

Jumlah kuesioner yang diolah

Tingkat pengembalian kuesioner

Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat diolah
	100
86
(12)

74
86%
74%


Tabel 4.2 menunjukkan profil responden yang meliputi jenis kelamin, usia, lama bekerja, tingkat pendidikan dan frekuensi diklat. 
Tabel 4.2
Profil Responden
	Keterangan
	Jumlah (Orang)
	Presentase (%)

	Jenis Kelamin
	
	

	Laki-laki
	30
	46,15%

	Perempuan
	44
	53,85%

	
	74
	100,00%


Tabel 4.2
Profil Responden
(Lanjutan)
	Keterangan
	Jumlah (Orang)
	Presentase (%)

	Usia
	
	

	20 - 30 tahun
	6
	8,11%

	31 - 40 tahun
	28
	37,84%

	> 40 tahun
	40
	54,05%

	
	74
	100,00%

	Pendidikan
	
	

	D3
	22
	29,73%

	S1
	40
	54,05%

	S2
	12
	16,22%

	
	74
	100,00%

	Lama Bekerja
	

	0 - 5 tahun
	12
	16,22%

	6 - 10 tahun
	9
	12,16%

	11 – 15 tahun
	16
	21,62%

	16 - 20 tahun
	10
	13,52%

	>20 tahun
	27
	36,48%

	
	74
	100,00%

	Diklat
	
	

	Tidak pernah
	15
	20,28%

	1 - 2 kali
	25
	33,78%

	3 - 5 kali
	28
	37,84%

	6 - 10 kali
	4
	5,4%

	11 – 20 kali
	2
	2,7%

	 
	74
	100%


B. Analisis Data 
1. Uji Validitas 

Tabel 4.3
Cross Loading 
	
	SI
	ABK
	KNRJA
	AP

	SI1
	0,535
	0,435
	0,070
	0,088

	SI2
	0,762
	0,490
	0,001
	0,128


Tabel 4.3
Cross Loading 
(Lanjutan)
	
	SI
	ABK
	KNRJA
	AP

	SI3
	0,849
	0,471
	0,136
	0,165

	SI4
	0,881
	0,474
	0,062
	0,185


	 SI5
	0,757
	0,444
	0,079
	0,049

	SI6
	0,581
	0,517
	0,148
	0,063

	ABK1
	0,212
	0,814
	0,351
	0,060

	ABK2
	0,464
	0,837
	0,298
	0,072

	ABK3
	0,467
	0,710
	0,173
	0,064

	ABK4
	0,093
	0,804
	0,345
	0,062


	ABK5
	0,413
	0,613
	0,115
	0,230

	ABK6
	0,127
	0,562
	0,226
	0,302

	ABK8
	0,194
	0,702
	0,242
	0,260

	KNRJA1
	0,040
	0,004
	0,842
	0,224

	KNRJA2
	0,187
	0,019
	0,879
	0,108

	KNRJA3
	0,052
	0,063
	0,865
	0,313

	KNRJA4
	0,068
	0,140
	0,753
	0,153

	KNRJA5
	0,370
	0,084
	0,746
	0,337

	KNRJA6
	0,439
	0,385
	0,744
	0,052

	KNRJA7
	0,440
	0,275
	0,486
	0,004

	AP1
	0,090
	0,042
	0,363
	0,775

	AP2
	0,095
	0,129
	0,304
	0,610

	AP3
	0,214
	0,186
	0,018
	0,770

	AP4
	0,130
	0,191
	0,214
	0,643

	AP5
	0,008
	0,307
	0,289
	0,769

	AP6
	0,033
	0,060
	0,226
	0,689

	AP7
	0,084
	0,188
	0,230
	0,750


Parameter yang digunakan untuk uji validitas yaitu dengan melihat nilai faktor loading. Hasil validitas yang terlihat pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa masing-masing indikator pada suatu konstruk di dalam model pengukuran telah memenuhi syarat. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing indikator di suatu konstruk berbeda dengan indikator di konstruk lain dan mengumpul pada konstruk tersebut dengan nilai faktor loading > 0,4, sehingga indikator yang digunakan dalam penelitian ini semuanya valid. 
2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnaly, 1967 dalam Ghozali, 2011). Hasil pengujian reliabilitas yang terlihat pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi, Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Publik memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,70.  Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian adalah valid serta dapat diandalkan (reliabel), sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis.
Tabel 4.4
Pengujian Reliabilitas

	Variabel
	Cronbach Alpha
	Keterangan

	Sistem Informasi (SI)
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
Kinerja Pemerintah Daerah (KNRJA)
Akuntabilitas Publik (AP)
	0.825
0.846
0.879
0.841
	Reliabel

Reliabel

Reliabel

Reliabel


C. Hasil Analisis 
1. Uji R2 (Koefisien Determinasi)
Tabel 4.5
Uji R2 
	
	R
	R Square
	Adjusted R Square

	Regresi I
	0,733
	0,537
	0,528

	Regresi II
	0,791
	0,626
	0,615


Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi I yang dilakukan seperti terlihat pada tabel 4.8, menunjukkan nilai adjusted R2 0.528. Nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh sebesar 52,8% terhadap variabel Kinerja. Sedangkan sisanya sebesar 38,85% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Sedangkan untuk analisis regresi II, diperoleh nilai adjusted R2 0.615. Nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel Sistem Infor- masi Pengelolaan Keuangan, Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja mempunyai pengaruh sebesar 61,5% terhadap variabel Akuntabilitas Publik. Sedangkan sisanya sebesar 38,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. 
2. Uji F (Goodness of Fit Test)
Uji F digunakan untuk melihat baik tidaknya model yang digunakan dalam penelitian. Model yang digunakan sudah baik jika nilai signifikansi (p-value) < 0,05. Berdasarkan pada hasil pengujian analisis regresi I dan II yang dilakukan da- pat diketahui bahwa P-value < 0,05. Artinya, model penelitian yang dipakai sudah baik.
3. Uji Hipotesis
Tabel 4.6
Analisis Regresi I

	Variabel
	Koefisien
	t
	Sig.

	Sistem Informasi (SI)
	0,195
	2,738
	0,007

	Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
	0,650
	9,140
	0,000


Tabel 4.7
Analisis Regresi II

	Variabel
	Koefisien
	t
	Sig.

	Sistem Informasi (SI)
	0,098
	1,477
	0,143

	Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
	0,195
	2,252
	0,027

	Kinerja Pemerintah Daerah (KNRJA)
	0,596
	6,630
	0,000


Hipotesis 1: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai t-statistic sebesar 2,738 > t-table 1,660 dan p-value sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien 0,195 yang memenuhi syarat, sehingga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, H1 pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).
Hipotesis 2: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai t-statistic sebesar 9,140 > t-table 1,660 dan p-value sebesar 0,007 < 0,05 dengan nilai koefisien 0,650 yang memenuhi syarat, sehingga penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, H2 pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).
Hipotesis 3:
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. 
Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai t-statistic sebesar 1,477 < t-table 1,660 dan p-value sebesar 0,143 > 0,05 dengan nilai koefisien 0,098 yang tidak memenuhi syarat, sehingga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian, H3 pada penelitian ini tidak terdukung secara empirik (tidak diterima).

Hipotesis 4: 
Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.
Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai t-statistic sebesar 2,252 > t-table 1,660 dan p-value sebesar 0,027 < 0,05 dengan nilai koefisien 0,195 yang memenuhi syarat, sehingga penerapan anggaran berbasisi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian, H4 pada penelitian ini terdukung secara empirik (diterima).
Hipotesis 5: 
Kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.
Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai t-statistic sebesar 6,630 > t-table 1,660 dan p-value sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien 0,596 yang memenuhi syarat, sehingga kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian, H5 pada penelitian ini terdukung secara empirik (diterima).
Hipotesis 6:  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik melalui Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian regresi linier berganda yang dapat dilihat pada tabel 4.10, menunjukkan hasil bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah  tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap akuntabilitas publik, sehingga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penerapan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh langsung terhadap akuntabilitas publik, sehingga penerapan anggaran berbasis kinerja dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, H6 dalam penelitian ini tidak terdukung secara empirik (tidak diterima). 
D. Pembahasan

Hipotesis 1: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Penelitian ini menemukan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, yang artinya hipo- tesis satu (H1) penelitian ini terdukung. Berarti semakin baik sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerin- tahan daerah. 
Penerapan SIPKD akan berpengaruh pada sikap dan perilaku para pegawai dalam lingkungan tersebut. Peraturan pemerintah menuntut semua aparat pemerintah untuk mampu mengimplementasikan SIPKD pada masing-masing wilayahnya. Secara positif keberadaan sistem informasi akan menjadi rangsangan (stimulus) dan tantangan bagi individu dalam organisasi untuk bekerja secara lebih baik, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja organisasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitiannya Putra (2010) dan Rahman (2009), yang menunjukkan hasil bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD dan implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Hipotesis 2: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, yang berarti hipotesis dua (H2) penelitian ini terdukung. Artinya semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. 

Penerapan anggaran berbasis kinerja mengharuskan pemerintah untuk mempunyai program prioritas yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan opera- sional yang memiliki tolok ukur pencapaian hasil yang jelas. Di samping itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk mengalokasikan anggaran yang senantiasa dapat diukur pemanfaatannya agar hemat, berdaya guna dan tepat guna. Dengan demikian diharapkan kinerja pemerintah daerah dapat meningkat serta pemerintah dapat mempertanggungjawabkan hasil pencapaiannya. Hasil penelitian sesuai dengan penelitiannya Putra (2010), yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja SKPD.

Hipotesis 3:
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.  Dengan demikian hipotesis tiga (H3) pada penelitian ini tidak terdukung, artinya bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap akuntabilitas publik. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya sistem yang digunakan belum perfect atau belum bagus, sehingga tidak memudahkan karyawan, dan sumber daya manusia atau karyawan yang kurang memahami sistem tersebut. Padahal sekarang pemerintah daerah dituntut untuk menyampaikan informasi keuangan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.  Sebagaimana diketahui, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan dan kewenangan dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing. 
Pengelolaan keuangan daerah memerlukan adanya transparansi dan akun- tabilitas, untuk menghidari terjadinya penyalahgunaan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut. Implementasi dari Sistem informasi keuangan daerah diharapkan  dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang  transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik (Mardiasmo,2002). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Maroki (2011) yang menunjukkan hasil bahwa imple- mentasi egovernment berpengaruh posistif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Sulawesi Utara. Serta berbeda pula dengan hasil pe- nelitiannya Widyaningsih, dkk. (2011) menunjukkan bahwa efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas akuntantabilitas ke- uangan. 
Hipotesis 4: 
Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan anggaran berbasis kiner- ja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik, yang berarti hipotesis empat (H4) penelitian ini terdukung. Artinya semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja, maka semakin baik pula akuntabilitas publiknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitiannya Antoro (2006) dan Maroki (2011), yang menunjukkan hasil bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.
Menurut Hatry (1999), penganggaran berbasis hasil atau kinerja akan me- mungkinkan pengambil keputusan untuk menyediakan dasar bagi akuntabilitas agensi (pemerintah daerah) yang lebih besar dengan menjelaskan bahwa target kinerja yang reasonable disusun untuk suatu tahun anggaran tertentu dan kemudian nilai capaiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan penganggaran berbasis kinerja meliputi: 1) Memudahkan pengambil keputusan dalam menentukan prioritas tu- juan, sasaran, dan program, kegiatan, dan belanja; 2) Memudahkan dalam meng- komunikasikan prioritas pemerintah kepada masyarakat: dan 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Secara umum prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep value for money (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan.

Hipotesis 5: 
Kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.  Dengan demikian hipotesis lima (H5) pada penelitian ini terdukung, yang berarti bahwa semakin baik kinerja pemerintah daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari vertical accountability yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan horizontal accountability pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Kloot (1999) yang menunjukkan dan  mengindikasikan bahwa penggunaan ukuran kinerja berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Pemberian pelayanan terhadap konsumen dan kualitas merupakan dua area ukuran kinerja non finansial yang sedang dikembangkan saat ini.
Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang di- dalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan me- kanisme reward and punishment (Ormond and Loffler, 2002). Indikator peng- ukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple (Accounts Commission for Scotland, 1998) serta berfungsi sebagai sinyal atau alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang me- merlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Jackson, 1995). 
Hipotesis 6:  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik melalui Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dapat berpengaruh langsung pada akuntabilitas publik, sehingga penerapan anggaran berbasis kinerja dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah. Tetapi untuk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas publik, sehingga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah, sehingga hipotesis enam (H6) tidak terdukung. 

Semakin baik sistem informasi pengelolaan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tetapi belum bisa menjamin bahwa akuntabilitas publik pemerintah daerah tersebut baik. Tetapi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah sehingga akuntabilitas publiknya juga semakin baik. 
Menurut Schiavo-Campo and Tomasi (1999), konsep akuntabilitas men- cakup proses untuk menunjukkan apakah dana publik telah digunakan secara efisien dan efektif. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan  Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Di samping itu apabila pengelolaan keuangan daerahnya baik, maka kinerja pemerintah daerah pun semakin baik, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuang- annya baik juga.
Pengukuran kinerja SKPD dalam konteks organisasi pemerintah daerah, dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari vertical accountability yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan horizontal accountability pe- merintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya. 
Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk me- mantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang dida- lamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme reward and punishment (Ormond and Loffler, 2002). Indikator peng- ukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple (Accounts Commission for Scotland, 1998) serta berfungsi sebagai sinyal atau alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Jackson, 1995).
BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI,
DISKUSI DAN SARAN PENELITIAN
A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah dan akuntabilitas publik di Pemerintah Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: faktor atau variabel yang berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah adalah variabel sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja. 

Selain itu variabel yang berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap akuntabilitas publik adalah variabel penerapan anggaran berbasis kinerja  dan variabel kinerja pemerintah daerah, sedangkan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Disamping itu hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah.

B. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah:
a. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Pemerintah Daerah Kota Magelang, sehingga kurang mampu mengeneralisasi.
b. Penelitian ini terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan peraturan yang ada, sehingga cenderung pasti menerapkan walaupun ada pemerintah yang sudah menerapkan lama atau baru saja menerapkan.
C. Implikasi Penelitian 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi SKPD di lingkungan pemerintah daerah, khususnya mengenai sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja serta pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik. Diharapkan dengan adanya sistem informasi dalam pengelolaan keuangan akan memberikan dampak positif terhadap kinerja sehingga akuntabilitas pemerintah juga meningkat. Selain itu dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, juga diharapkan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publiknya. 

D. Diskusi dan Saran Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja itu penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja. Dengan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik maka akuntantabilias publiknya juga baik, sehingga profesionalisme pemerintah daerah juga meningkat. Beberapa saran yang direkomendasikan untuk penelitian berikutnya, yaitu: 

a. Peneliti berikutnya dapat mencari variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penggunaan kinerja dan akuntabilitas publik seperti e-govern- ment, pengendalian internal, manajemen berbasis kinerja.
b. Memperluas wilayah penelitian agar dapat mengeneralisasi.
c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden pimpinan SKPD, agar diharapkan dapat mendapatkan pandangan yang berbeda. 
d. Penggunaan mixed method sangat disarankan bagi penelitian berikutnya, karena dengan menggunakan teknik ini, maka hasil yang diperoleh dapat digali lebih dalam dan dapat melihat dari sudut pandang yang beragam dan kaya dibandingkan apabila hanya menggunakan satu analisis saja. 
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